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NOMOR: 8                                                 TAHUN: 2018 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 

NOMOR 8 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR  
29 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

         BUPATI BOGOR, 

Menimbang : a.  bahwa untuk meningkatkan penerimaan 

pendapatan asli daerah dalam rangka 

meningkatkan pelaksanaan pembangunan 

dan pelayanan kepada masyarakat, telah 

dibentuk Peraturan Daerah Nomor                

29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 

Usaha; 

  b. bahwa sehubungan bertambahnya objek 

dan rincian obyek Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah, maka Peraturan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

perlu diubah dan disesuaikan; 

c. bahwa … 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Usaha; 

Mengingat    :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 
Djawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

 

 

4. Undang-Undang ... 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 

tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 132); 

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5025); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

10. Undang-Undang … 
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10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun  2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara  

Republik  Indonesia   Nomor  5587),   
sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang  Nomor  9  
Tahun  2015  tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

 

 

14. Peraturan … 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
1983 tentang Pelaksanaan  Kitab  Undang-
Undang  Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 36,  Tambahan  Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 3258) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang  

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5145); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 

2006 tentang Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 86, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4655); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 

2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  5161); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  5533); 

 

18. Peraturan … 


